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ABSTRAK 

Predi Suganda. NPM. 19.81.0648. 2023. Analisis Keurgensian Pembentukan 

Produk Hukum Daerah Tentang Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten 
Tanah Laut. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing 

I Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H., Pembimbing II Dr. Iwan Riswandie, S.H., M.H. 

Kata Kunci: Analisis, Produk Hukum Daerah, Kebakaran Hutan dan Lahan, 

Kabupaten Tanah Laut. 

Berangkat dari maraknya kasus kebakaran hutan dan lahan yang sering 

terjadi pada musim kering di Indonesia, salah satunya ialah berada di wilayah 

Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Setiap tahunya Kabupaten 

Tanah Laut selalu mengalami kebakaran hutan dan lahan, tidak hanya lahan 

kering tetapi lahan gambut pun mengalami hal yang sama sehingga perlu 

ditanggulangi secara efektif. Maka untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan 

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memerlukan Produk Hukum Daerah mengenai 

perlindungan hutan dan lahan untuk mengendalikan masyarakat agar tidak 

sembarangan melakukan pembakaran lahan. 

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana 

kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam 

menetapkan kebijakan tentang pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan 

dan lahan serta bagaimana bentuk materi muatan yang harus diatur dalam Produk 

Hukum Daerah tentang kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau yuridis 

normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang, 

pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. Analisis yang digunakan menggunakan 

metode analisis yang bersifat kualitatif. 

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa dengan adanya rancangan 

Produk Hukum Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pengendalian dan 

Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan gagasan yang sangat baik 

dan perlu didukung oleh semua pihak dalam rangka perkembangan ekosistem, 

social, ekonomi, dan politik Kabupaten Tanah Laut. Karena secara filosofis, 

pembentukan rancangan Produk Hukum Daerah ini bertujuan demi mencapai 

tujuan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum sehingga aturan ini 

dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 
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